
SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAI{ UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 89 I w.o2.4-Kpt / 32t8 / Kab / x I 2o2o

TENTAT{G

MEKANISME PEI{YELENGGAIRAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEI\TTELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2A2A

KETUA KOMISI PEMILIHAI{ UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2l ayat {7)

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2Ol7

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Pangandaran tentang Mekanisme

Penyelenggaraan Debat fublik atau Debat Terbuka antar

Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2O2O;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2Ol2 tentang

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa

Barat (Lembarari Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2

Nomor 23O, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a9fl;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20f 5 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2Ol4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik . . .

l
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tartbahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2A14 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 65a7\
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL7

Nomor 182, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

+. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2Ol7 tentang

Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2077

Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2A2O tentang

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

4 Tahun 2OL7 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1067);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2Ol9 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2O2O

tentang Penrbahan atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan
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Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2O2A Nomor 2A\;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9

tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Tahun 2O2O (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2OLg Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

5 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2O2O

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor

615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota

dan Wakil Wali Kota Serentak L^anjutan dalam Kondisi

Bencana Nonalam Corona Viru.s Disease 2OL9 (COVID-L9)

{Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2O2O Nomor 716)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2O2O tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 6 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan

dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Dbease

2OL9 (COWDL9) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2O2O Nomor 1068);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258(PL.O2-

Kpt/01/KPU |VU2O2O tentang Penetapan Pelaksanaan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil . . .
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Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Serentak Lanjutan Tahun 2O2O;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 / PL.OI . S-Kpt/ KPU -Kab I X I 20 t9
tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-

Kpt/ 3218/Kab/Vl/2O2O tentang Perubahan Kedua atas

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor : 236 / PL.O 1 . S-Kpt/ KPU -Kab / X / 20 19

tentang Pedoman Telaris Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 36 lPL.O2-Kpr/ 3218/Kab/VI I 2O2O

tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Lanjutan Tahun 2O2O;

I 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 7 8 I PL.O2.a-Kpt / 32 18 I Kab I lX I 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O dalam Kondisi Bencana

Nonalam Corona VinB Disease 2019 (COWD-lg)

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor

84 lPL.O2.+-Kpt/ 3218/Kab/IX I 2O2O tentang Perubahan

atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 78 /PL.O2.4-Kpt/32L8 /Kab /IX|2O2O
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O dalam Kondisi Bencanan

Nonalam Corona Viru.s Di,sease 2OL9 (COVIDL9I;

Memperhatikan
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Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran Nomor 127 /BAl 32LB lKab /Xl 2O2O tentang

Mekanisme Penyelenggaraan Debat Rrblik atau Debat

Terbuka antar Pasangan Calon dalam Penyelenggaraan

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2020;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

PANGANDARAN TENTANG MEKANISME

PEI{YELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT

TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DAI-AM

PEI{YELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O.

Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Pubtik

atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Pangandaran Tahun 2O2O sebagaimana tercantum dalam

La.mpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 6 Oktober 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,
sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PANGANDARAN

Sub Bagian Hukum,

MUHTADIN

ttd.

ARIAT

/
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I.AMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NoMoR 89 I PL.o2.a-Kpt / 32LB / Kab / x I 2o2o

TENTANG

MEKANISME PEI{YELENGGARJq'IUV DEBAT

PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA ANTAR

PASANGAN CALON DAI.AM

PEI\TTELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN

WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA

ANTAR PASANGAN CALON DALAM PENYELENGGAIRTL{N PEMTLTHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2O2O

1. Debat Rrblik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun

2O2O, yang selanjutnya disebut Debat RtbUk atau Debat Terbuka

diselenggarakan 1 (satu) kali oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 18 November 2O2O

Rrkul : 13.00 - 16.00 WIB

2. Debat Publik atau Debat Terbuka diselenggarakan di dalam studio Lembaga

Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya

yang disiarkan secara langsung.

3. Debat Rrblik atau Debat Terbuka hanya dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon;

b. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten Pangandaran;

c. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan

d. 5 (lima) orang anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran,

dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan

pengendalian Corona Virus Disease 2OL9 (COVIDI9);

4. Siaran Debat Publik atau Debat Terbuka dapat dilakukan secara tunda oleh

Lembaga Penyiaran Publik atau Irmbaga Penyiaran Swasta, apabila siaran

langsung tidak dapat dilakukan.
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5. Debat Publik atau Debat Terbuka dapat disiarkan ulang pada masa

Kampanye.

6. Debat publik atau Debat Terbuka dipandu oleh moderatoryang berasal dari

kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur,

simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan Calon.

7. Moderator dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran.

8. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan

terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.

9. Materi Debat Publik atau Debat Terbuka berupa visi dan misi Pasangan

Calon dalam rangka:

a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

b. memajukan daerah;

c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

d. menyelesaikan persoalan daerah;

e. menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dan

provinsi dengan nasional;

f. memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

10. Selain materi Debat Rlblik atau Debat Terbuka sebagaimana dimaksud

pada angka 9, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganarr,

pencegahan dan pengendalian Corona Viru,s Disea.se 2Ol9 (COWDL9).

11. Dalam ha1 Pasangan Calon terbulrti secara sah menolak mengikuti Debat

Publik atau Debat Terbuka, Pasangan Calon dikenai sanksi bempa:

a. diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran

bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti Debat

Publik atau Debat Terbuka; dan

b. tidak ditayangkannya sisa Iklan Kampanye Pasangan Calon yang

bersangkutan yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti Debat

Publik atau Debat Terbuka.

L2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1l dikecualikan bagi Pasangan

Calon:

a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau

b. karena alasan kesehatan.

13. Pasangan Calon yang tidak mengikuti Debat Rrblik atau Debat Terbuka

karena melaksanakan ibadah, dibulctikan dengan surat keterangan dari

lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
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L4. Pasangan Calon yang tidak mengilnrti debat publik atau debat terbuka

karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

i5. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud

pada angka 13 dan angka 14 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pangandaran paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Debat

Publik atau Debat Terbuka.

Ditetapkan di Pangandaran

pada tanggal 6 Oktober 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN,

MUHTADIN

sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM

PANGANDARAN

Efgan Hukum,

ttd.
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